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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

4.1.1 kesimpulan pertanggung Jawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak 

Pidana 
 

 Melihat dari penjabaran rumusan masalah  tentang bagimana 

pertanggung jawaban anak sebagai pelaku tindak pidana dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa sistem pidanaanak telahdiatur oleh UUNo.11tahun2012 

tentangsistemperadilananak di sebutkan bahwa UUNo.3 tahun 1997 

tentangpengadilananak di maksudkan untuk melindungi, mengayomi dan 

mensejahterakan anak yang berbenturan denganhukum agaranak 

dapatmenyongsong masa depan yang gemilang serta memberikesempatan 

pada anak melaluipembinaandapat di peroleh jati dirinya agar 

menjadiindividu yangmandiri dan bertanggung jawab, bergunabagi 

dirisendiri, keluarga,bangsa dannegara dalampenerapan Restroative Justice 

sangatlah tepat untuk anak sebagaipelaku tindakpidana dimanasanksi 

danhukuman bukanlahtujuanutama bagi hukuman anak karena pidana penjara 

merupakan Ultimatum Remindium. Pembrian sanksi bersifatdukatif 

menjadirujukan dan pertimbanganhakim dalam menjatuhkansanksi, seperti 

menempatkananak padasekolah khususyang dapat mencetakanak 

sebagaiindividu yang mendapatkanbimbingansecaramoral danintelektual, 

seperti pondokpesantren bagi yang beragamaislam ataubalai latihankerja 

bagianak yang menjelangdewasa, dan setelah anak menjalanipertanggung 

jawabantindakanya merekadapat diterimadengan baik oleh masyarakatkarena 

tidakada labelsebagai pelakutindak pidanaagar mereka bisameneruskan 

hidupyang layak dansejahtera. Sistem Restorative justice suatupenyelesaian 

secaraadil yang melibatkanpelaku, korban, keluaragamereka, dan pihaklain 

yangterkait tindakpidana dan secara bersama-samamencari 

penyelesaianterhadap tindakpidana tersebutdanimplikasinya 

denganmemperbaikiseperti keadaansemula danbukanlahpembalasan. 



76 
 

 

Untukmendapatkan tujuanataupun filosofidari pemidanaandan hukamandari 

sistembperadilan pidanabanak dengan mengedepankan hak-hak anak dalam 

meyikapi anak yang berbenturan dangan hukum dan mengedepankan prinsip 

Proporsionalitas agar anak dapat berkembang sebagai penerus bangsa, negara 

dan kelurga. 

 

4.1.2 kesimpulan terhadap Penerapan Sanksi terhadap Anak 

dalam Pemberharuan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang 

Perlindungan Anak 

 

 Bahwa peraturan di dalam pembaharuan UU No. 17 Tahun 2016 

Tentang Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku tindak pidana yang 

dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Yaitu untuk memidana 

orang yang melakukan perbuatan hukum dimana anak sebagai korban dengan 

memberi efek jera dengan cara mengkebiri biologis dan sanksi tambahan, 

sebagai hukumanbagi pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur. Ialah 

dengan cara beberapa sanksi yang di rubah antara lain saksi penjara dan saksi 

tambahan. 

 

4.2 Saran 

 Sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan instansi – instansi 

yang berhubungan dangan anak serta sekolah – sekolah dalam setiap proses 

Peradilan Anak dengan berkoordinasi antar aparat penegak hukum dan 

sosialisasi kepada masyarakat dan daerah–daerah plosok di indonesia guna 

membangun hukum dan kepentingan anak yang lebih baik dan tidak 

mengarah ke suraman masa depan anak dan sikologisnya. 
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